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RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,

Menimbang:

BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa seluruh kepala daerah definitif berakhir masa

jabatannya pada 31 Desember 2024 kecuali untuk Daerah
Istimewa Yogyakarta, kondisi tersebut menyebabkan seluruh
daerah tidak memiliki kepala daerah definitif pada bulan
Januari 2025 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat
berdampak pada melemahnya sistem tata kelola
pemerintahan daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas
sosial dan politik, mengingat kepala daerah yang bukan
definitif memiliki keterbatasan kewenangan sehingga tujuan
utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional
sebagai satu rangkaian proses rekruitmen politik nasional
dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai;

bahwa dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan
hubungan dan tata kelola pemerintahan serta pembangunan
baik secara horizontal antara kepala daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maupun secara vertikal antara
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan
daerah provinsi dengan pemerintah pusat termasuk
sinkronisasi dan penyelarasan rencana pembangunan jangka
menengah nasional dengan rencana pembangunan jangka
menengah daerah perlu dilakukan penyelarasan pelantikan
kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perkembangan kebutuhan
hukum di masyarakat serta beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi, perlu dilakukan perubahan atas beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020



Mengingat:

Menetapkan:

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal
27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG.

Pasal I
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) yang telah beberapa kali diubah dengan:



a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah
peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, atau perseorangan yang
didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi.

3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau
perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita



untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum  sebagaimana dimaksud dalam
undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

10.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang
selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas
menangani pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode
etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.



11.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat Kecamatan atau nama lain.

12.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau
sebutan lain/Kelurahan.

13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.

14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
untuk Pemilihan.

15.Bawaslu  Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

16.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk
oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

17.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
Kecamatan.

18.Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa yang
selanjutnya disebut Panwas Kelurahan/Desa adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kelurahan/
Desa atau sebutan lain.

19.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwas Kecamatan untuk membantu Panwas Kelurahan/
Desa.

20.Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye
adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

21.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan



tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

23.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

24 .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan
lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di
kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

25.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

27.Hari adalah hari kalender.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu
tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. perencanaan program dan anggaran;

b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

c. perencanaan  penyelenggaraan yang  meliputi
penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan
Pemilihan;

d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

e. pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas
TPS;

f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;

g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan

h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati



(4)

dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota;

b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota;

c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota;

d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota;
pelaksanaan Kampanye,;
pelaksanaan pemungutan suara;
penghitungan suara dan  rekapitulasi hasil
penghitungan suara;

. penetapan calon terpilih;
penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil
Pemilihan; dan

j- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan

persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan

Peraturan KPU.

PEga th O

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan

yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan

sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat
atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25
(dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon
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Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota;

. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari

penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara S (lima) tahun atau lebih,
kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana;

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
dibuktikan dengan surat keterangan catatan
kepolisian;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki

laporan pajak pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil
Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk
calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk
Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah
yang sama,;



q. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai calon;

r. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, dan penjabat Walikota;

s. mengajukan cuti sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak
ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai
anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta
Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan
sebagai calon.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
meliputi:

a.
b.

merencanakan program dan anggaran;

merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
menyusun dan  menetapkan tata  kerja  KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi;

. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dalam wilayah kerjanya;

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan semua  tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman
dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
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. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;

. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data

kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar
Pemilih;

menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan

menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota yang telah memenuhi persyaratan,;

. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di

wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk

mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota;

. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih

dan dibuatkan berita acaranya;

. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri

melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran Pemilihan;

. mengenakan sanksi administratif dan/atau

menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,

sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi

Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan,;



-11-

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan
dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

t. melakukan evaluasi dan membuat laporan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU
Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22A

(1) Pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 22B

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan
pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan
Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan,
pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang
keputusannya bersifat mengikat;

b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas
putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh
pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai
Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau
tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik
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untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan
berikutnya.

mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan;

melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan;

menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota;

memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika
Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan
tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan secara berjenjang;

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan
pelanggaran Pemilihan; dan

menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu
Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU
terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 22D diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22D

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/
Desa, dan Pengawas TPS.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 23
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas

(2)

(3)

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan
Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang
mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan
dan tidak menjadi anggota Partai Politik.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwas
Kecamatan beranggotakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(4) Panwas Kelurahan/Desa berjumlah 3 (tiga) orang setiap
Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
(5) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan
Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua)
bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilihan selesai.

(2) Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh
Bawaslu Provinsi.

(3) Penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah
melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai

11.

berikut:
Pasal 25

(1) Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum
tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh
tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

(2) Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan
Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30
Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang
meliputi:
1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan
KPPS;

2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan
tata cara pencalonan;
proses dan penetapan calon;
pelaksanaan Kampanye;
perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara hasil Pemilihan;
pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

w

No Gk

oo
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9. mengendalikan pengawasan seluruh proses
penghitungan suara;
10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke
PPK;
11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilihan;
menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran
Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak
mengandung unsur tindak pidana;
menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan
Kota;
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Provinsi  dan KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang sedang berlangsung;
mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
Dalam  Pemilihan Bupati dan Walikota, Bawaslu
Kabupaten/Kota wajib:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan

dengan dugaan adanya = pelanggaran terhadap
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pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilihan;

. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu

sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
tahapan Pemilihan; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib:

a.

b.

bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;

menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan di tingkat Kecamatan;

menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada
Bawaslu Kabupaten/Kota;

. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran  yang  dilakukan oleh PPK  yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan
Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah dan di antara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal
67 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 67
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(1) mulai dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah
penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai
dengan dimulainya masa tenang.

(la) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2)

dilaksanakan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.
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15. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 82

(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak
surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga
kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta
bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional
Indonesia untuk mengamankan surat suara selama
proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan
pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memverifikasi
jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang
sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan,
dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh
pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau petugas
KPU Kabupaten/Kota.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan
mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang
digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan
sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(5) Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang
dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan
disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik
Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(6) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibuatkan berita acara.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan,
penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat suara
ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat suara diatur
dengan Peraturan KPU.

16. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 83

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU
Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan
oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
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17. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

Pasal 104
Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari KPPS melalui PPS, PPK
membuat berita acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan yang
dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas
Kecamatan, pemantau, dan masyarakat.
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari
pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya
kepada PPK.
Dalam hal proses penghitungan suara oleh PPK tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saksi
pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara kepada PPK.
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang berasal dari seluruh TPS dalam
wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK
membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta
dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
Dalam hal ketua dan anggota PPK dan saksi pasangan
calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon
ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi pasangan
calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
di PPK kepada para pasangan calon atau saksi pasangan
calon dan Panwas Kecamatan yang ditunjuk serta
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara pada papan pengumuman di PPK
selama 7 (tujuh) hari.
PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari
setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari PPS diterima.
Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) beserta kelengkapannya
dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke
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dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar
ditempel label atau disegel.

(10) PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak
suara.

(11) Penyerahan Dberita acara dan sertifikat beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib
dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

18. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 105

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota
membuat berita acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat
Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi
pasangan calon, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau,
dan masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari pasangan calon yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, saksi pasangan calon
yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU
Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi
pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga
mengadakan pembetulan.

(5) Setelah  selesai melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja
kabupaten/kota yang bersangkutan, KPU
kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi  hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
dan saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara, berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan  perolehan suara dan  sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan
saksi yang bersedia.
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KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu)
eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi
pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU
Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.

Setelah membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota
menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU
Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan
pasangan calon terpilih dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari.

Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 110
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, dan Panwas Kelurahan/Desa melakukan
pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara
yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS dalam
melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup
adanya  pelanggaran, penyimpangan, dan/atau
kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, dan Panwas Kelurahan/Desa melaporkan
adanya  pelanggaran, penyimpangan, dan/atau
kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
dan KPPS yang melakukan pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan
hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 119

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam
sertifikat hasil penghitungan perolehan suara
Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima
oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi,
saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan
saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwas kecamatan, maka KPU
Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui
pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang
termuat  dalam sertifikat  rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara  untuk KPU
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam
sertifikat hasil penghitungan perolehan suara
pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan
walikota dan wakil walikota dari PPK dengan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima
oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon
tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon
tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
Panwas Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan data melalui pengecekan
dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari PPK
dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi
Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat
provinsi dan saksi Peserta pemilihan gubernur dan
wakil gubernur tingkat kecamatan, bawaslu provinsi,
maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data
melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data
yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi
yang bersangkutan.

21. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 134
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan
Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran
Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan.
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(2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:

a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
pada Pemilihan setempat;

b. pemantau Pemilihan; atau

c. peserta Pemilihan.

(3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis
yang memuat paling sedikit:

a. nama dan alamat pelapor;

b. pihak terlapor;

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.

(4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7
(tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya
pelanggaran Pemilihan.

(5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti
kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, @ Panwas Kecamatan, Panwas
Kelurahan/Desa, dan  Pengawas TPS  wajib
menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari
setelah laporan diterima.

(6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat meminta
keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling
lama 2 (dua) hari.

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 135

(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;

b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan
kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota;

c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x
24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan
oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan/atau Panwas Kecamatan.
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Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 139

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
membuat rekomendasi atas hasil kajiannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat ()
terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 140
(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)
paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu
Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan
diatur dalam Peraturan KPU.

Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 141

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu
Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan
sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 143 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) diubah sehingga
Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143
(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142.
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Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan
Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling
lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterimanya laporan
atau temuan.
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan
mufakat.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 144 diubah sehingga Pasal 144
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 144
Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa
Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau
putusan Bawaslu Kabupaten /Kota mengenai
penyelesaian  sengketa  Pemilihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja.
Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi
dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan
melalui proses yang terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

28. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 146

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu
dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan
pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu
Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan,
penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk
kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa
surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
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(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas
perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari
Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum
mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

(5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali
berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 152

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau
Bawaslu Kabupaten /Kota, Kepolisian Daerah dan/atau
Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau
Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan
hukum terpadu.

(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum
terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.

(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu
diatur dengan peraturan bersama antara Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat
dengar pendapat yang keputusannya Dbersifat
mengikat.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (11)
Pasal 154 diubah, serta Pasal 154 ayat (8), ayat (9), ayat
(10) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 154 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 154
Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap
keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara
Pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.
Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat
dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan
gugatan, hakim memberikan putusan bahwa
gugatan tidak dapat diterima.
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan
memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
hari kerja terhitung sejak gugatan diterima.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat
serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Dihapus.

Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 166
Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat
didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sesuai dengan kebutuhan Pemilihan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pendanaan  kegiatan  Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup pendanaan hingga
kegiatan Pemilihan di wilayah Kelurahan/Desa atau
sebutan lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan
Pemilihan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 193

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tidak menetapkan pemungutan dan/atau
penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113
berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota tanpa alasan yang
dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini,
anggota KPU Provinsi dan anggota KPU
Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling
lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam  juta  rupiah) dan  paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta
rupiah).

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau
pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan
UndangUndang ini, anggota KPU Provinsi dan
anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh
empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat
puluh empat juta rupiah).

Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK,
ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua
dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum tidak
membuat dan/atau menandatangani berita acara
perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon
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Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan
salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan
dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan
calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil
Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil
Walikota, Panwas Kelurahan/Desa, PPS dan PPK
melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60
(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan
keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak
suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara
pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan
dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda
paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).

Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12
(dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
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Ketentuan Pasal 193B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 193B

(1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144
(seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat
puluh empat juta rupiah).

(2) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda
paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00
(seratus empat puluh empat juta rupiah).

Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 199

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi
penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi
Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Selatan sepanjang tidak diatur
lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Di antara Pasal 199 dan Pasal 200 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 199A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199A

(1) Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi
dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih
pada pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan
secara serentak pada bulan November 2024.

(2) Masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota
DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun
2019 selama 5 (lima) tahun.

(3) Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2019
yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun
akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji
secara serentak pada bulan November 2024
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan
jumlah bulan yang tersisa yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.
Dalam hal anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2019
telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan terdapat kekosongan anggota
DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji
secara serentak pada bulan November 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah:
a. untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri; dan
b. untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

36. Ketentuan ayat (8) dan ayat (12) Pasal 201 diubah dan di
antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (8a) serta di antara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan
1 (satu) ayat yakni ayat (11a) sehingga Pasal 201 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 201
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan
Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama
pada bulan Desember tahun 2015.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan
bulan Desember tahun 2016 dan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan
pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan
Februari tahun 2017.
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil
Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan
tahun 2022.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun



()

(6)

(7)

(8)

(8a)

9)

(10)

(11)

(11a)
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2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang
sama pada bulan Juni tahun 2018.
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil
Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan
tahun 2023.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015
dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil
Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun
2024.
Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilaksanakan pada bulan September 2024.
Pelantikan pasangan calon terpilih hasil pemungutan
suara pemilihan serentak nasional bulan September
tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilakukan secara serentak pada bulan Januari 2025.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa
jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada
tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan
penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui
Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur,
diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan
pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota,
diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari
jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan
pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian
penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat
(10), dan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.



37.

38.

39.
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(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan
Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat
dengar pendapat.

Di antara Pasal 201A dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 201B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201B

Syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik
dalam pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (8)
didasarkan pada hasil pemilihan umum tahun 2024 yang
ditetapkan oleh KPU dengan tetap memperhatikan
ketentuan dalam Pasal 40.

Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga Pasal 202 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 202

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya
tidak sampai 5 (lima) tahun akibat ketentuan Pasal 201
ayat (5) dan ayat (7) diberi kompensasi uang sebesar
penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta
mendapatkan hak pensiun untuk satu periode yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Di antara Pasal 204 dan Pasal 205 disisipkan 4 (empat)
Pasal yakni Pasal 204A, Pasal 204B, Pasal 204C, dan Pasal
204D pada BAB XXVII yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204A

(1) Anggota PPK dan anggota PPS yang menjadi
penyelenggara tahapan pemilihan umum tahun 2024
dapat diangkat menjadi anggota PPK dan anggota PPS
penyelenggara tahapan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota
PPK dan anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak
tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi
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dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah
melalui rapat dengar pendapat.

Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan
jumlah anggota PPK dan anggota PPS, KPU diberi
kewenangan melakukan pengangkatan atau seleksi
dengan mekanisme secara cepat yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah
melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 204B

Dalam hal anggota PPK dan anggota PPS telah diangkat
atau diseleksi dengan mekanisme secara cepat menjadi
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota serentak nasional tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 204A, hak keuangannya tetap
dibayarkan secara penuh yang bersumber dari APBD yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1)

(3)

Pasal 204C

Anggota Panwas Kecamatan dan anggota Pengawas
Desa/Kelurahan yang menjadi penyelenggara
tahapan pemilihan umum tahun 2024 dapat
diangkat menjadi anggota Panwas Kecamatan dan
anggota Panwas Kelurahan/Desa dalam tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota serentak tahun 2024.

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota
Panwas Kecamatan dan anggota Panwas
Kelurahan/Desa pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak
tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan  Peraturan Bawaslu setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan
pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan
jumlah anggota Panwas Kecamatan dan anggota
Panwas Kelurahan/Desa, Bawaslu diberi
kewenangan melakukan pengangkatan atau seleksi
dengan mekanisme secara cepat yang diatur lebih
lanjut dengan  Peraturan Bawaslu  setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan
pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
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Pasal 204D

Dalam hal anggota Panwas Kecamatan dan anggota Panwas
Kelurahan/Desa telah diangkat atau diseleksi dengan
mekanisme secara cepat menjadi penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota serentak nasional tahun
2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204C, hak
keuangannya tetap dibayarkan secara penuh yang
bersumber dari APBD yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG

UMUM

Bahwa seluruh kepala daerah definitif berakhir masa jabatannya pada
31 Desember 2024 kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi
tersebut menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala daerah definitif
pada bulan Januari 2025 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat
berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang
berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, mengingat kepala daerah
yang bukan definitif memiliki keterbatasan kewenangan sehingga tujuan
utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu
rangkaian proses rekruitmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024
tidak tercapai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekosongan kepala
daerah definitif perlu dilakukan penyesuaian terhadap waktu pemungutan
suara pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024.

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan hubungan dan
tata kelola pemerintahan serta pembangunan baik secara horizontal antara
kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun secara
vertikal antara pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan
daerah provinsi dengan pemerintah pusat termasuk sinkronisasi dan
penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan
rencana pembangunan jangka menengah daerah perlu dilakukan
penyelarasan pelantikan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

PASAL DEMI PASAL
Pasall

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.



Angka 4
Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 22B

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 22D

Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 110

Cukup jelas.

-35-
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Angka 20
Pasal 119
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 134
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 135
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 139
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 140
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 141
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 143
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 144
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 146
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 152
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 154
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 166
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan Pemilihan”, tidak
terbatas pada kebutuhan anggaran terkait kegiatan
Pemilihan, Pemilihan tahap kedua, jaminan penghasilan
yang mencukupi bagi penyelenggara Pemilihan, jaminan
asuransi  kesehatan/asuransi  kecelakaan/asuransi
kematian bagi penyelenggara Pemilihan, dan/atau
dukungan insentif lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.



-37-

Angka 32
Pasal 193
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 193B
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 199
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 199A
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (8a)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota
masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1
(satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (11a)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 201B
Cukup jelas.
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Pasal 202

Angka 39

Cukup jelas.

Pasal 204A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kekosongan atau kekurangan jumlah anggota PPK dan
anggota PPS dapat terjadi disebabkan antara lain karena
berhalangan tetap atau sebab lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 204B

Anggota PPK dan anggota PPS yang telah diangkat sebagai
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
serentak nasional tahun 2024 pada prinsipnya melaksanakan
kewenangan tugas fungsi yang berbeda yaitu tahapan pemilihan
umum tahun 2024 dan tahapan Pemilihan. Dengan demikian
hak keuangannya tetap dibayarkan secara penuh yang
bersumber dari APBN untuk pemilihan umum dan bersumber
dari APBD untuk Pemilihan.

Pasal 204C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kekosongan atau kekurangan jumlah anggota Panwas
Kecamatan dan anggota Panwas Kelurahan/Desa
sebagaimana dimaksud dapat terjadi disebabkan antara lain
karena berhalangan tetap atau sebab lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204D

Pasal 11

Anggota  Panwas Kecamatan dan  anggota  Panwas
Kelurahan/Desa yang telah diangkat sebagai penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak nasional
tahun 2024 pada prinsipnya melaksanakan kewenangan tugas
fungsi yang berbeda yaitu tahapan pemilihan umum tahun
2024 dan tahapan Pemilihan. Dengan demikian hak
keuangannya tetap dibayarkan secara penuh yang bersumber
dari APBN untuk pemilihan umum dan bersumber dari APBD
untuk Pemilihan.

Cukup jelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



